
 

 

 
 

 
BUPATI TULUNGAGUNG 
PROVINSI JAWA TIMUR 

 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG 
NOMOR       TAHUN  2024 

TENTANG 

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 
TAHUN ANGGARAN 2024 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI  TULUNGAGUNG, 

Menimbang : a.  bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 317 ayat (1) 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah dan Pasal 177 Peraturan Pemerintah 

Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan 

Daerah, Bupati wajib mengajukan Rancangan Peraturan 

Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

untuk memperoleh persetujuan bersama; 

  b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan 

merupakan perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja 

Pemerintah Daerah Tahun 2024 yang dijabarkan ke dalam 

perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah serta Perubahan Prioritas dan Plafon 

Anggaran Sementara yang telah disepakati antara 

Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah pada tanggal 3 Agustus 2024; 

  c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 

Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun Anggaran 

2024. 
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Mengingat :  1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam 

Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang 

Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah 

Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang 

Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-

Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur 

dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam lingkungan 

Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan 

Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 2730); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4286); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

6. Undang-Undang   Nomor   12   Tahun   2011   tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran  

Negara  Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang 

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 

2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
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Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6801); 

7. Undang-Undang   Nomor   23   Tahun   2014   tentang 

Pemerintahan  Daerah  (Lembaran  Negara  Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 

diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 

tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6856); 

8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 

Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6757); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang 

Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 

Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4028); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang 

Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), 

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan 



4 
 

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 

Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 

Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6041); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak 

Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 106) sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 

tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 

Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi 

Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 

6); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

16. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Stándar 

Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 57) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang 

Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 

Tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112); 

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 

tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754); 
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18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 

tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah 

serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana 

Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 

Nomor 1067); 

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 

tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam 

Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Dan Tertib 

Administrasi Pengajuan, Penyaluran, Dan Laporan 

Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai 

Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 

630); 

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 

tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114); 

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 

tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur 

Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447); 

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 

tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah 

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, 

Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan 

Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala 

Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2021 Nomor 431); 

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun  2023 

tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799); 
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25. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 6 Tahun 

2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 

Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2020 Nomor 3 Seri 

E); 

26. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 8 Tahun 

2021 tentang Pembentukan Dana Cadangan (Lembaran 

Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2021 Nomor 5 Seri 

E); 

27. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 10 Tahun 

2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten 

Tulungagung Tahun 2023 Nomor 3 Seri A); 

28. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 2 Tahun 

2024 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 

(Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2024 

Nomor 1 Seri A); 

 
Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH   

KABUPATEN TULUNGAGUNG 

dan 

BUPATI TULUNGAGUNG 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN 

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 

2024. 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kabupaten Tulungagung. 

2. Bupati adalah Bupati Tulungagung. 

3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD 

adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tulungagung. 

4. Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah 

nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. 
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5. Belanja Daerah adalah semua kewajiban pemerintah daerah yang diakui 

sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran 

berkenaan. 

6. Pembiayaan Daerah adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali 

dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran 

berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. 

Pasal 2 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 mengalami 

perubahan dengan rincian sebagai berikut : 

1. Pendapatan Daerah     
 a. Semula Rp 2.813.625.821.903,00   
 b. Bertambah Rp 76.683.904.431,00   
 Jumlah Pendapatan Daerah setelah perubahan Rp 2.890.309.726.334,00 

2. Belanja Daerah     
 a. Semula Rp 3.028.225.821.903,00   
 b. Bertambah Rp 270.719.213.196,00   
 Jumlah Belanja Daerah setelah perubahan Rp 3.298.945.035.099,00 
 Jumlah Defisit setelah perubahan Rp (408.635.308.765,00) 
3. Pembiayaan Daerah   
 a. Penerimaan Pembiayaan   
  1) Semula Rp 230.000.000.000,00   
  2) Bertambah Rp 194.035.308.765,00   
  Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah 

perubahan 
 
Rp 

 
424.035.308.765,00 

 b. Pengeluaran Pembiayaan   
  1) Semula Rp 15.400.000.000,00   
  2) Bertambah Rp 0,00   
   Jumlah Pengeluaran Pembiayaan setelah 

perubahan 
Rp 15.400.000.000,00 

   Jumlah Pembiayaan Netto setelah    
  perubahan 

Rp 
 

408.635.308.765,00 

   Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran setelah 
perubahan 

Rp 0,00 

Pasal 3 

Anggaran pendapatan   daerah   sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 1,  
bersumber dari : 

a. Pendapatan Asli Daerah   
 1) Semula Rp 592.236.545.608,00   
 2) Bertambah Rp 34.545.692.007,00   
 Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah perubahan Rp 626.782.237.615,00 
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b. Pendapatan Transfer    

 1) Semula Rp 2.221.389.276.295,00   
 2) Bertambah Rp 42.138.212.424,00   
 Jumlah Pendapatan Transfer setelah perubahan Rp 2.263.527.488.719,00 

 

Pasal 4 

(1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, 
bersumber dari: 

a. Pajak Daerah     
 1) Semula Rp 131.397.000.000,00   
 2) Bertambah Rp 23.528.000.000,00   
 Jumlah Pajak Daerah setelah perubahan Rp 154.925.000.000,00 

b. Retribusi Daerah     
 1) Semula Rp 18.029.221.500,00   
 2) Bertambah Rp 439.465.061.467,00   
 Jumlah Retribusi Daerah setelah perubahan Rp 457.494.282.967,00 
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 
 1) Semula Rp 6.953.571.108,00   
 2) Bertambah Rp 294.289.915,00   
 Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah 

yang Dipisahkan setelah perubahan 

 
Rp 

 
7.247.861.023,00 

d. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah  
 1) Semula Rp 435.856.753.000,00   
 2) Berkurang Rp (428.741.659.375,00)   
 Jumlah Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang 

Sah setelah perubahan 
 
Rp 

 
7.115.093.625,00 

(2) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, 
bersumber dari: 
 a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat   
 1) Semula Rp 2.020.965.337.000,00   
 2) Bertambah Rp 6.374.325.219,00   
 Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat 

setelah perubahan 
Rp 2.027.339.662.219,00 

 b. Pendapatan Transfer Antar Daerah   
 1) Semula Rp 200.423.939.295,00   
 2) Bertambah Rp 35.763.887.205,00   
 Jumlah Pendapatan Transfer Antar Daerah 

setelah perubahan 
Rp 236.187.826.500,00 
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Pasal 5 

Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 2, terdiri atas: 

a. Belanja Operasi 
 1) Semula Rp 2.347.825.218.856,00   

 2) Bertambah Rp 255.016.239.246,00   
 Jumlah Belanja   Operasi  setelah perubahan Rp 2.602.841.458.102,00 

b. Belanja Modal   
 1) Semula Rp 259.895.644.047,00   
 2) Bertambah Rp 15.138.551.978,00   
 Jumlah Belanja Modal setelah perubahan 

 
Rp 275.034.196.025,00 

c. Belanja Tidak Terduga   
 1) Semula Rp 15.000.000.000,00   
 2) Berkurang Rp (10.000.000.000,00)   
 Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah perubahan Rp 5.000.000.000,00 

d. Belanja Transfer   
 1) Semula Rp 405.504.959.000,00   
 2) Bertambah Rp 10.564.421.972,00   
 Jumlah Belanja Transfer setelah perubahan Rp 416.069.380.972,00 

Pasal 6 

(1) Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a terdiri dari: 
a. Belanja Pegawai   
 1) Semula Rp 1.366.845.087.938,00   
 2) Bertambah Rp 36.658.720.256,00   
 Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan Rp 1.403.503.808.194,00 

b. Belanja Barang dan Jasa   
 1) Semula Rp 814.304.684.918,00   
 2) Bertambah Rp 198.644.515.190,00   
 Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah 

perubahan 
Rp 1.012.949.200.108,00 

c. Belanja Hibah  
 1) Semula Rp 150.214.371.000,00   
 2) Bertambah Rp 24.668.203.800,00   
 Jumlah Belanja Hibah setelah perubahan Rp 174.882.574.800,00 
d. Belanja Bantuan Sosial 
 1) Semula Rp 16.461.075.000,00   
 2) Berkurang Rp (4.955.200.000,00)   
 Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah 

perubahan 
 

Rp 11.505.875.000,00 
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(2) Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas: 
a. Belanja Modal Tanah   
 1) Semula Rp 5.205.150.000,00   
 2) Bertambah Rp 560.616.700,00   
 Jumlah Belanja Modal Tanah setelah perubahan Rp 5.765.766.700,00 
b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin   
 1) Semula Rp 90.157.541.081,00   
 2) Berkurang Rp (2.427.941.145,00)   
 Jumlah Belanja Modal Peralatan dan Mesin 

setelah perubahan 
Rp 87.729.599.936,00 

c. Belanja Modal Gedung  dan Bangunan  
 1) Semula Rp 55.406.205.366,00   
 2) Bertambah Rp 7.657.273.087,00   
 Jumlah   Belanja Modal Gedung  dan Bangunan   Rp 

setelah perubahan 
63.063.478.453,00 

d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi  
 1) Semula Rp 97.430.592.600,00   
 2) Bertambah Rp 9.652.258.836,00   
 Jumlah Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan 

Irigasi setelah perubahan 
Rp 107.082.851.436,00 

e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya  
 1) Semula Rp 11.458.155.000,00   
 2) Berkurang Rp (3.808.655.500,00)   
 Jumlah Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 

setelah perubahan 
Rp 7.649.499.500,00 

       f. Belanja Modal Aset Lainnya  
 1) Semula Rp 238.000.000,00   
 2) Bertambah Rp 3.505.000.000,00   
 Jumlah Belanja Modal Aset Lainnya setelah 

perubahan 
Rp 3.743.000.000,00 

 (3)  Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, terdiri  
atas belanja tidak terduga, yaitu: 

1) Semula 
Berkurang 

Rp 15.000.000.000,00   
2) Rp (10.000.000.000,00)   
Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah perubahan Rp. 5.000.000.000,00 

(4)  Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, terdiri atas: 
a. Belanja Bagi Hasil   
 1) Semula Rp 13.661.950.000,00   
 2) Bertambah Rp 4.138.421.972,00   
 Jumlah Belanja Bagi Hasil setelah perubahan Rp 17.800.371.972,00 
b. Belanja Bantuan Keuangan   
 1) Semula Rp 391.843.009.000,00   
 2) Bertambah Rp 6.426.000.000,00   
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 Jumlah Belanja Bantuan Keuangan setelah 
perubahan 

Rp 398.269.009.000,00 

 
Pasal 7 

Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 3, terdiri dari: 
a. Penerimaan Pembiayaan  
 1) Semula Rp 230.000.000.000,00   
 2) Bertambah Rp 194.035.308.765,00   
 Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah Perubahan Rp 424.035.308.765,00 

    

b. Pengeluaran Pembiayaan  
 1) Semula Rp 15.400.000.000,00   
 2) Bertambah Rp 0,00   
 Jumlah Pengeluaran Pembiayaan setelah 

Perubahan 
Rp   15.400.000.000,00 

 
Pasal 8 

(1) Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri 
atas: 
a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 
 1) Semula Rp 180.000.000.000,00   
 2) Bertambah Rp 194.035.308.765,00   
 Jumlah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun 

Sebelumnya setelah perubahan 
Rp 374.035.308.765,00 

b. Pencairan Dana Cadangan 
 1) Semula Rp 50.000.000.000,00   
 2) Bertambah Rp 0,00   
 Jumlah Pencairan Dana Cadangan setelah 

perubahan 
Rp 50.000.000.000,00 

(2)  Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, 
terdiri atas: 
a. Pembentukan Dana Cadangan 
  1) Semula Rp 15.000.000.000,00   
  2) Bertambah Rp 0,00   
 

 

Jumlah Pembentukan Dana Cadangan setelah 
perubahan 

Rp 15.000.000.000,00 

        b. Penyertaan Modal Daerah 

 1) 
  

 

Semula Rp 400.000.000,00   

        2) Bertambah Rp 0,00   

 
 

Jumlah Penyertaan Modal Daerah setelah 
perubahan 

Rp 400.000.000,00 
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Pasal 9 

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana 
dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung ini terdiri dari : 
1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut 

Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan; 
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut 

Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi; 
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan 

Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, 
Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan; 

4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan 
Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta 
Hasil dan Sub Kegiatan beserta Keluaran; 

5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan 
dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi 
Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara; 

6. Lampiran VI Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk Pemenuhan SPM; 
7. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan 

Perubahan APBD; 
8. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada 

Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Rancangan 
Perubahan APBD; 

9. Lampiran IX Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program 
Prioritas Daerah; 

10. Lampiran X  Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan; 
11. Lampiran XI  Daftar Piutang Daerah; 
12. Lampiran XII  Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah 

Lainnya; 
13. Lampiran XIII  Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap 

Daerah dan Aset Lain-Lain; 
14. Lampiran XIV  Daftar Sub Kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya yang 

Belum Diselesaikan dan Dianggarkan Kembali dalam Tahun 
Anggaran yang Direncanakan; 

15. Lampiran XV  Daftar Dana Cadangan; dan 
16. Lampiran XVI  Daftar Pinjaman Daerah. 

Pasal 10 
 

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah. 
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Pasal 11 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten 
Tulungagung. 
 

         Ditetapkan di Tulungagung 
     pada tanggal                     2024 

    Pj. BUPATI TULUNGAGUNG, 
 
 
 

              HERU SUSENO 
 
Diundangkan di Tulungagung 
pada tanggal                       2024 

SEKRETARIS  DAERAH, 
 
 
 
Drs. TRI HARIADI, M.Si 
Pembina Utama Madya 
NIP. 19700906 199101 1 001 

Lembaran  Daerah Kabupaten Tulungagung 
Tahun 2024 Nomor     Seri     
 

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG NOMOR  
………/2024 
 



Lampiran I : Rancangan Peraturan Daerah

Nomor : 

Tanggal : 

KABUPATEN TULUNGAGUNG
RINGKASAN APBD PERUBAHAN YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS 

PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024

KODE URAIAN
JUMLAH (Rp)

BERKURANG/BERTAMBAH
SEBELUM (Rp) SESUDAH (Rp)

1 2 3 4 5

4 PENDAPATAN DAERAH

4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 592.236.545.608,00 626.782.237.615,00 34.545.692.007,00

4.1.01 Pajak Daerah 131.397.000.000,00 154.925.000.000,00 23.528.000.000,00

4.1.02 Retribusi Daerah 18.029.221.500,00 457.494.282.967,00 439.465.061.467,00

4.1.03 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 6.953.571.108,00 7.247.861.023,00 294.289.915,00

4.1.04 Lain-lain PAD yang Sah 435.856.753.000,00 7.115.093.625,00 -428.741.659.375,00

4.2 PENDAPATAN TRANSFER 2.221.389.276.295,00 2.263.527.488.719,00 42.138.212.424,00

4.2.01 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat 2.020.965.337.000,00 2.027.339.662.219,00 6.374.325.219,00

4.2.02 Pendapatan Transfer Antar Daerah 200.423.939.295,00 236.187.826.500,00 35.763.887.205,00

Jumlah Pendapatan 2.813.625.821.903,00 2.890.309.726.334,00 76.683.904.431,00

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI 2.347.825.218.856,00 2.602.841.458.102,00 255.016.239.246,00

5.1.01 Belanja Pegawai 1.366.845.087.938,00 1.403.503.808.194,00 36.658.720.256,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 814.304.684.918,00 1.012.949.200.108,00 198.644.515.190,00

5.1.05 Belanja Hibah 150.214.371.000,00 174.882.574.800,00 24.668.203.800,00

5.1.06 Belanja Bantuan Sosial 16.461.075.000,00 11.505.875.000,00 -4.955.200.000,00

5.2 BELANJA MODAL 259.895.644.047,00 275.034.196.025,00 15.138.551.978,00

5.2.01 Belanja Modal Tanah 5.205.150.000,00 5.765.766.700,00 560.616.700,00

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 90.157.541.081,00 87.729.599.936,00 -2.427.941.145,00

5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 55.406.205.366,00 63.063.478.453,00 7.657.273.087,00

5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 97.430.592.600,00 107.082.851.436,00 9.652.258.836,00

5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 11.458.155.000,00 7.649.499.500,00 -3.808.655.500,00

5.2.06 Belanja Modal Aset Lainnya 238.000.000,00 3.743.000.000,00 3.505.000.000,00

5.3 BELANJA TIDAK TERDUGA 15.000.000.000,00 5.000.000.000,00 -10.000.000.000,00

5.3.01 Belanja Tidak Terduga 15.000.000.000,00 5.000.000.000,00 -10.000.000.000,00

5.4 BELANJA TRANSFER 405.504.959.000,00 416.069.380.972,00 10.564.421.972,00

5.4.01 Belanja Bagi Hasil 13.661.950.000,00 17.800.371.972,00 4.138.421.972,00

5.4.02 Belanja Bantuan Keuangan 391.843.009.000,00 398.269.009.000,00 6.426.000.000,00

Jumlah Belanja 3.028.225.821.903,00 3.298.945.035.099,00 270.719.213.196,00

Total Surplus/(Defisit) -214.600.000.000,00 -408.635.308.765,00 -194.035.308.765,00

6 PEMBIAYAAN DAERAH

6.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN 230.000.000.000,00 424.035.308.765,00 194.035.308.765,00

6.1.01 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 180.000.000.000,00 374.035.308.765,00 194.035.308.765,00

6.1.02 Pencairan Dana Cadangan 50.000.000.000,00 50.000.000.000,00 0,00

6.2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN 15.400.000.000,00 15.400.000.000,00 0,00

SIPD-RI : dicetak pada 2024-08-09 05:55:29 Halaman 1



KODE URAIAN
JUMLAH (Rp)

BERKURANG/BERTAMBAH
SEBELUM (Rp) SESUDAH (Rp)

1 2 3 4 5

6.2.01 Pembentukan Dana Cadangan 15.000.000.000,00 15.000.000.000,00 0,00

6.2.02 Penyertaan Modal Daerah 400.000.000,00 400.000.000,00 0,00

Jumlah Pengeluaran Pembiayaan 15.400.000.000,00 15.400.000.000,00 0,00

Pembiayaan Netto 214.600.000.000,00 408.635.308.765,00 194.035.308.765,00

6.3 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA) 0,00 0,00 0,00

SIPD-RI : dicetak pada 2024-08-09 05:55:29 Halaman 2

Kab. Tulungagung, .........................

Pj Bupati

HERU SUSENO
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